BAB I

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Pembiayaan

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu Effektive yang berarti
berhasil, tepat atau manjur.' Dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas berasal
dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat,
biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan.?
Daam mangemen keuangan dan akutansi perbankan, efektivitas berarti tingkat
sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai.’ Sedangkan dalam kamus istilah
ekonomi, efektivitas merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukan
sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.*

Efektivitas dapat pula dapat diketahui dengan cara yakni menghitung
antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat
output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga
berhubungan dengan dergjat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik,

sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai

207

! John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2003), h.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 2008), Edisi

ke-4, h. 352.

¥ Amin Widjga Tunggal, Kamus Manajemen Keuangan dan Akutansi Perbankan, (Jakarta :

Rineka Cipta, 1997), cet. Ke-1, h. 100
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pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang
mempunyai sasaran yang telah ditentukan.®
Adapun cara untuk mengukur efektivitas pembiayaan musyarakah di BPRS

Metro Madani adalah sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan

Efektivitas= , X 100%
Rencana Penerimaan

Dari tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut :

Rasio Efektivitas (100%) Kriteria
> 100% Sangat Efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup Efektif
60% - 80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif

Tabel 1.1 : Jurnal Sistem Efektivitas®

Efektivitas menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai
sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil
akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk ukuran maupun
standar yang berlaku mencerminkan suatu perusshaan tersebut telah
memperhatikan efektivitas operasional.” Sedangkan menurut Mulyasa dalam
bukunya mangjemen berbasis sekolah menjelaskan: efektivitas adalah adanya
kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju,

selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan

> A.A. Prabowo dan R.J. Pusung. The Effektiviness of Sistem and Procedures of Tax. Jurnal
EMBA. Vol. 3 No. 2 Juni 2015, h. 421 ISSN 2303-1174
6 A
Ibid,
" Amirullah dan Haris Budiyon, pengantar Manajemen, (Y ogyakarta: Graha llmu, 2004), h. 8
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antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya
atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.®

Menurut para ahli, efektivitas mempunyai beberapa pengertian,
diantaranya menurut Richard M. Steers, efektivitas itu sebagian besar bertumpu
kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari organisasi dan dijabarkan
berdasarkan aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh manfaat sumber daya
sebanyak mungkin. Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari kualitas,
kesiagaan, produktifitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan
lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan semangat kerja.®

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah
ditentukan dan telah dicapal oleh manajemen, penyel esaian pekerjaan tepat pada
waktu yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan atau pertumbuhan.
Efektivitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Isra’ ayat 26

sebagai berikut:
Sams z .,:,w./:‘; // ﬂ“/,‘// - "/ ’qf/ \/9;‘9‘ < w .~
@‘ﬂ:\dj.}.ﬁ.: Y)M‘J‘)Mb 14Q > d)‘d‘ ‘D&J‘;ﬁ

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.(QS. Al-Isra’ : 26)™

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada

kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-orang

8 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Srategi dan Implementasi, (Bandung :
Remaja Rosdakarya, 2004), h. 82

° Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1995), Cet. ke-2, h. 53

19 Departemen Agama Republik Indonesia.
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miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa
pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat. Hal

tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan

Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan
daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli.** Pada
bank, pembiayaan merupakan produk padasisi aktiva.*?

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bab 1 Pasal 1
No. 12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang
mewagjibkan pihak membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*®
Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investass yang akan direncanakan, baik

dilakukan diri sendiri maupun lembaga.’* Dengan kata lain, pembiayaan

1 Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 2.

2" Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), Cet. ke-2,
h. 16

B3 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum
Nasional, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 30

¥ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Y ogyakarta: YKPN, 2005), h. 17
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adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.™

Istilah pembiayaan pada intinya berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya
menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan
(trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang
diberikan.’® Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus
disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT

dalam al-Quran surat a-Maidah: 1 sebagai berikut:

2T < < P

‘/:} _ < /?Ez.a:‘./ _ L o« z f}a.a . ,f,;,~}/ o G ’.’u“,_,/

G NTA ST I 5,mal 15T e 2l e
}}9/ é@}}

- P g ’{ o WA /,./,}9//
0 p b s dl o) o 2205 Rl = 2o il

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS al- Maidah: 1).*

Pada permulaan ayat diatas, Allah memerintahkan kepada setiap
orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan, baik
janji hamba kepada Allah maupun janji kepada sesama hamba termasuk

kedalam suatu kontrak bisnis. Dengan syarat perikatan tersebut tidak

> Yusak Laksamana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2009), h. 20

16 Veithzal Rivai dan Andria Permata, Op. Cit., h. 3.

7 Departemen Agama, Op. Cit., h. 156.
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melanggar ketentuan dari Allah dan dilakukan untuk tujuan yang baik dan
mengandung nilai kemaslahatan bagi sesama.
Agar sesuai dengan aturan norma Islam, lima unsur keagamaan yang
ditekankan dalam prinsip pembiayaan Islam yaitu :
a. Tidak adatransaks keuangan berbasis bunga (riba)
b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum
Islam
d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi), gharar

(transaks yang tidak jelas.

b. Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok,
yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk
tingkat mikro.™®

Secara makro dijelaskan pembiayaan bertujuan:

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses
secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan ekonomi mereka dapat
mel akukan akses ekonomi.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan
usaha membutuhkan dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas
pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang

minus dana, sehingga dapat digulirkan.

8 Muhammad, Manajemen Pembiayaan, Op. Cit, h. 17
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3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan
peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan membuka sektor usaha
melaui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan
menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif
mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh
pendapatan dari hasil usahanya.

6) Bagi perbankan yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan,
diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar
dapat survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak

masyarakat yang dapat dilayani.*

Adapun tujuan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki
tujuan yang tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha
mengingikan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat
menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang
cukup.

2) Upaya memaksimakan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar
mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

meminimalkan resiko yang mungkin timbul.

9 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, ( Y ogyakarta : Ekosinia, 2005), h. 197
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3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya jika sumber daya alam dan
sumber daya manusia, dan sumber daya moda tidak ada, maka
dipastikan diperlukan pembiayaan. dengan demikian, pembiayaan pada
dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada
pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana.
Dalam mekanisme masalah dana pembiayaan dapat menjadi jembatan

penyei mbang.?°

c. Jenisjenis Pembiayaan
1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Pembiayaan Investas
Yatu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan
kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa
pemakaianya untuk satu periode yang lebih lama.

b) Pembiayaan Modal Kerja
Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Biasanya digunakan
untuk membeli bahan baku, membayar ggji karyawan yang berkaitan
dengan proses produksi perusahaan. Pembiayaan modal kerja untuk
mendukung pembiayaan investasi yang sudah ada.*

2) Dilihat dari segi jangka waktu

20 -
Ibid, h. 18
2l Kasmir, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003). Cet Ke-4,
h. 76
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Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun
dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

Pembiayaan jangka menengah antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga)
tahun

biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, beberapa bank
mengklasifikasikan pembiayaan menenggah sebagal pembiayaan
jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang,
yaitu diatas tiga tahun sampai lima tahun. Biasanya pembiayaan ini

digunakan untuk investasi jangka panjang.®

3) Dilihat dari segi jaminan

a)

b)

Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu.
Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tak
berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan dilindungi
senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

Pembiayaan tanpajaminan

Yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang

tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan cara meliahat prospek

% Muhammad Syafe’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, ( Jakarta : Gema Insani,

2001), h.167
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usaha, karakter, serta loyalitas s calon debitur selama hubungan
dengan bank yang bersangkutan.
4) Fungs dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu pembiayaan mempunyai fungs tertentu. Adapun fungsi

pembiayaan yaitu:

a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak
memberatkan debitur

b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional
karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh bank konvensional

c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan
oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang
dilakukan

d) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan

pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran.®

Pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah
Manfaat yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu.
Memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat
membiayai operasiona lembaga keuangan tersebut. Dengan

pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berperan meningkatkan

2 bid.
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ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi antara nasabah dengan
pihak lembaga keuangan syariah.

b) Manfaat Debitur
Adapun manfaat bagi debitur adalah debitur tidak akan dituntut untuk
pengembalian pinjaman dengan sgumlah bagi hasil yang terlalu
besar, dan debitur juga tidak dibebani oleh sgjumlah bunga, namun

akan memberikan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

d. Efektivitas Pembiayaan

Berdasarkan fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan (tujuan
pembiayaan) vyaitu profitability dan Safety yang telah disebutkan
sebelumnya, maka efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau
keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat
pendapatan atau keuntungan bagi hasil tersebut berdasarkan waktu yang
telah di sepakati, maka semakin besar efektivitas pembiayaannya.®*

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka pembiayaan
yang diberikan harus terjamin tingkat pengembaliannya atau tujuan awal
pembiayaan tersebut diberikan. Jika pembiayaannya tersebut tingkat
pengembalian rendah atau tidak sesuai dengan tujuan awa pembiayaan
yakni tidak terealisasi. Hal ini tidak sesui dengan tujuan pembiayaan lainnya,

yaitu safety. %

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

% Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), Cet ke-2, h.
259.
% Ibid, h. 260
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1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelum disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di
sebut juga At-Tamwil as-Sya’bi al-islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan
usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan bank
perkreditan rakyat syariah sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.?

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga
keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-
prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Bank pembiayaan rakyat syariah
didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian
Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket keuangan, moneter, dan
perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan
bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest), yang
selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau
sistem perbankan Islam.?’

BPR menurut UU Perbankan No 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan
bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan

menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPRS berfungsi sebagal pelaksana

% Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta : Gramedia Pusta Utama,
2010), h. 149

" Lukman Hakim dan Muhamad Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah,
(Surakarta : Muhamadiyah University Press, 2008), h. 108
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sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan
kepada prinsip-prinsip syariah.?®

Bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) merupakan perbankan yang
unik, dimana bank ini dalam operasionalnya dalam lingkup yang Kkecil,
diperuntukkan melayani Usaha Kecil dan Mikro (UMK), dan tidak
diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk giro. BPRS beroperasi padal
wilayah Kabupaten ataupun Kota Madya dengan jangkauan yang terbatas

sebagaimana permodal annya yang rel ative kecil .

2. Landasan Hukum
Pendirian BPRS pada mulanya mempunyai tujuan utama yakni
menghindari riba dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan,
akan tetapi BPRS dibentuk untuk tujuan kemaslahatan masyarakat.
Di dalam Al-Qur’an, beberapa ayat yang terhubung dengan pelarangan riba,
diantaranya Q,S, Ar-Rum [30] : 39. Q,S, Al-Bagarah [2] : 275, Q,S, Al-Bagarah

[2] : 278 dan Q,S, An-Nisa[4] : 146.
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Ibid, h. 109
#Sjstem lembaga keuangan syariah, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No.1 tahun 2012
di unduh 28 Desember 2016



Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba® tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila.*! Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu® (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya. (QS. Al-Bagarah : 275).

Pada ayat diatas, larangan Allah SWT langsung disertai dengan
solusinya yakni dengan cara jual beli diantaranya untuk mendapatkan materi.
Ayat tersebut juga diahiri dengan penegasan ulang bahwa seharusnya riba
dihentikan karena orang yang suka terlibat dengan transaksi riba akan masuk
kedalam neraka. Salah satu pengganti riba supaya tidak termasuk kedalam
penghuni neraka yakni dengan transaksi jual beli seperti yang ada di antara akad

dalam perbankan syariah.

. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Syariah

*  Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan
barang yang sgenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan
mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan
sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum
terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

3! Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan
syaitan.

32 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
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Sebagal lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan

Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan

dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai dengan UU

Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) hanya dapat mel aksanakan usaha-usaha sebagai berikut:*

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah

Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad

lainnya

b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk :

1

2.

5.

Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna
Pembiayaan berdasarkan akad garadh

Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah

Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawal ah.

c) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan

akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

¥ UU Perbankan Syarish No. 21 tahun 2008, Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah, Pasal 21
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d) Memindahkan uang, baik unutk kepentingan seendiri maupun untuk
kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS

€) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya

yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam aktivitas operasionalnya perbankan berdasarkan UU No. 21

Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang :**

a) Meakukan kegaiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah

b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut sertadalam lalu lintas pembayaran

c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing
dengan izin Bank Indonesia

d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran
produk asuransi syariah

e) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk
menaggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

f) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam

Undang-undang.

C. Teori Tentang Pendapatan Bank dan Nasabah
1. Pendapatan Bank
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja yang

telah dilakukan (usaha atau sebagainya).* Sedangkan pendapatan dalam kamus

¥ Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praaktis, (Bandung :
Pustaka Setia, 2012), h. 200
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mangjemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan
organisas lainnya dalam bentu upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba
dari kegiatan yang dilakukan tersebut.*®

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik
berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).*’
Dijelaskan pula bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor
produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Selain itu pendapatan adalah
pendapatan uang Yyang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi
berdasarkan prestasi-prestas yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari
profes yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari
kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis
pekerjaannya.®

Pendapatan juga didefiniskan sebagai banyaknya penerimaan yang
dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang, perusahaan,
atau suatu bangsa dalam suatu periode tertentu. Dalam sistem ekonomi dan
demokras Reksoprayitno mendefinisikan tentang pendapatan dapat diartikan
sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang
diterima oleh seseorang atau perusahaan untuk jangka waktu tertentu sebagai

faktor balas jasadari suatu produksi yang telah dilakukan.®

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1998), h. 185

% BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230

" Ahmad Hasan Ridwan, BMT dan Bank Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 33

% http://khairilanwarsemsi .blogspot.com

% Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), H. 79
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Pendapatan dalam istilah akutansi terdapat perbedaan pengertian antara
pendapatan dan penghasilan. Menurut PSAK 23 tentang pendapatan,
penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan sebagal peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode
tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan
kewgjiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari
kontribus penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun
keuntungan. Sementara pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari
aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan penghasilan, penjualan,
bunga, deviden, royati dan sewa® Sedangkan keuntungan dalam PSAK
mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyagjian Laporan Keuangan,
mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan pada hakikatnya keuntungan
tidak berbeda dengan pendapatan.** Pendapatan bank adalah pemasukan yang
diperoleh oleh bank dalam periode tertentu dari hasil kerja dan usaha.

a. Pendapatan bank konvensional
Pendapatan dalam bank konvensional terdiri dari beberapa komponen seperti
pendapatan bunga, pendapatan providi kredit, pendapatan komisi, dan
pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank baik yang merupakan
kegiatan utama maupun bukan.*

1) Pendapatan Bunga

0 |katan Akuntan Indonesia (IAl), Pengantar Standar Akutansi Keuangan (PSAK), (Jakarta:
Salemba Empat, 2008), h. 18

* I bid.

“2 N. Lapoliwa, Akutansi Perbankan, Akutansi Transaks Bank dalam Rupiah, jilid 1,
(Jakarta:Ingtitut Bankir Indonesia, 2000), h. 264
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Méliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bunga dalam Rupiah
dan Vauta Asing dalam aktivitas operasionalnya. Berupa komisi dan
provis yang diterima dalam rangka pemberian kredit.

Pendapatan Operasional Lainnya

Méliputi pendapatan provisi, komisi, pendapatan transaks valuta asing
dan pendaptan kenaikan nilai surat berharga.

Pendapatan Non Operasional

Méliputi pendapatan bank dari aktivitas non operasional, meliputi sewa,

keuntungan, selisih kurs, dan lainnya.

. Pendapatan Bank Syariah

Pendapatan bank syariah diperoleh melalui dana bank yang dihimpun dalam

tiga pola penyaluran, yakni:

1)

2)

3)

Prinsip jua beli yang meliputi murabahah, salam, dan salam paralel,
istishna dan istishna paralel. Daam prinsip ini akan diperoleh
pendapatan yang disebut margin atau keuntungan bank.

Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan
musyarakah. Dalam prinsip ini akan diperoleh pendapatan yang disebut
bagi hasil usaha.

Prinsip ujroh yang meliputi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik.
Daam prinsip ini akan diperoleh upah (ujroh).

Pendapatan dari penyaluran dana diatas merupakan pendapatan

operasi utama yang dibagi hasilkan. Selain pendapatan utama, bank syariah

juga memperoleh pendapatan lain yang menjadi hak sepenuhnya bank
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syariah dan tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana.
Pendapatan tersebut berasal dari fee based income, misal pendapatan atas
fee Kkliring, fee transfer, fee inkaso, fee payroll dan dari mudharabah

mugayadah dimana bank sebagai agen.

2. Nasabah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang
menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.** Sedangkan
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan
nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan
suatu bank (dalam hal keuangan).*

Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang
biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (Dalam hal keuangan),
dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asurans,
perbandingam pertalian. Sedangkan Muhammad Djumhana menyebutkan
nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.*

Definisi nasabah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur

perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
“ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

> Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: PN. Balai Pustaka,
2003), h. 775
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a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan.

b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan

dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

a. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya
di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan.

b. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

D. Pengertian Akad Musyarakah
Menurut terminologi figh, akad dapat ditinjau dari dua segi, secara umum
dan khusus. Secara umum akad adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, seperti wakaf,

talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan lebih dari satu
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orang minimal dua orang seperti jua-beli, perwakilan, dan gadai.*® Sedangkan
daam arti khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qgabul
berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Dengan demikian, ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk
menunjukkan suatu keridhaan dalam melaksanakan akad diantara dua orang atau
lebih, sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh
karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat
dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada
keridhaan dan syariat Islam.*’

Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah sharikah atau syirkah.
Musyarkah diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan partnership (kerja sama).
Sedangkan lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah
participation financing.”® Musyarakah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika-
yasyraka-syirkan wa syarikatan, artinya menjadi sekutu atau serikat.*® Syirkah
ialah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.*

Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yakni perserikatan dalam

kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan harta).>* Kemudian di

6 Rachmat syafe’ei, Figh Muamalah,. Op. Cit, h. 43

" |bid.

“8 AH. Azharudin Latief, Figh Muamalah, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), cet. 1, h. 129

49 Kamus al-Munawwir, h. 765, dikutip oleh Hafidz Abdurahman dan Y ahya Abdurrahman,
Bisnis dan Muamalah Kontemporer , (Bogor : Al Azhar Freshzone Publishing, 2015), h. 18

® Muhamamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani,
2010), h. 90

8 Abdullah bin Muhammad, Enslikopedi Figih Muamalah, Dalam Pandangan 4 Mazhab,
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), cet-3, h. 261



47

kemukakan oleh para ulama figh, menurut Malikiyah, syirkah yaitu suatu keizinan
untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap harta >
Maksudnya, setiap mitra kerja untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak
untuk keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabillah, yakni syirkah adalah persekutuan hak atau
pengaturan harta (tasharruf). Menurut ulama syafi’iyah, syirkah adalah tetapnya hak
kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehinngga tidak dibedakan antara hak pihak
yang satu dengan hak pihak yang lain. Sedangkan dalam pandangan ulama
Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal
dan keuntungan. Ini adalah definis yang paling tepat bila dibandingkan dengan
definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat syirkah, yaitu
sebuah transaksi. Adapun definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan syirkah
dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.>

Menurut Sayyid Sabig, syirkah yaitu akad antara dua orang berserikat pada
pokok harta (modal) dan keuntungan.®® Sedangkan menurut Idris Ahmad
menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih
sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal
masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar

kecilnya moda masing-masing=

*2 Tim Asistensi Pengembangan LK S Bank Muamalat, Perbankan Syariah : Perspektif Praktis,

(Jakarta: Muamalat Institute, 1999), h. 129

369

% Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 441
* Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Figih Sunnah Sayyid Sabig, (Solo: Aqwam, 2010), Jilid 2, h.

*® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. RejaGrafindo Persada, 2007), h. 126
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Adapun ketentuan umum pembiayaan musyarakah menurut Adiwarman
Karim dalam bukunya Bank Isslam: Analisis Figih dan Keuangan yaitu semua modal
disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang
dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan
proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: menggabungkan
dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak
lain tanpaizin pemilik modal lainnya, sertamemberi pinjaman kepada pihak lain.*®

Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri
dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Mengena biaya
yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek, harus diketahui
bersama. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan dan kerugian
dibagi sesuai dengan porsi kontribus modal. Mengenai proyek yang akan
dijalankan, harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesal, nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk
bank.>’

Musyarakah dideskripsikan oleh International 1sslamic Bank For Investment
and Development sebagai “metode pembiayaan terbaik dalam bank islam’’ adalah
suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan

(mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan ahirnya, keikutsertaan dalam

% Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: IIT Indonesia,
2003), Cet.1, h. 102
> Ibid,
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menghasilkan laba dan rugi, aturan dan syarat harus sesuai prinsip musyarakah, dan
harus disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak mitra.>®

Musyarakah dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu
mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa
yang bermanfaat untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap
kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi bank-bank Islam,
musyarakah dapat digunakan untuk tujuan usaha yang bersifat jangka panjang dan
pendek atau untuk keikut sertaan dalam investasi proyek jangka menengah hingga
jangka panjang.®®

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk bagi hasil ketika bank sebagai
pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha
pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau
kelompok) yang telah dimiliki sebagai pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha
selaku pemilik modal berhak ikut serta dalam managemen perusahaan, tetapi tidak
merupakan keharusan dalam ikut serta dalam usaha

Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai
kesepakatan dan mereka juga dapat meminta upah untuk tenaga dan keahlian yang
mereka curahkan untuk usaha mereka tersebut. Proforsi keuntungan dibagi diantara

mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat

%8 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan llustrasi, (Yogyakarta :
Ekonisia Fakultas Ekonomi Ull, 2008), cet. 1, h. 74

% Abdullah Saed, Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interprestas Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, diterjemahkan Oleh Arif Maftuhin, (Jakarta : Paramadina, 2004), h. 93
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berbeda pors modal mereka sertakan. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung
bersama sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing.®

Dalam Syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan
modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil
usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Bank syariah pada umunya menjadi
patner aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produks dan tujuan dari
pendirian usaha. Bank syariah berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah
(partner) tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban financia lainnya
ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.®*

Musyarakah pada umumnya perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha
yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah
dapat diahiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup atau dilikuidasi,
maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah
penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitau usaha yang ingin
mengahiri perjanjian dapat dapat menjua sahamnya ke mitra usaha yang lain

dengan harga yang disepakati bersama.®?

E. Landasan Hukum Musyarakah

% Diana Yumanita, Bank Syariah, Gambaran Umum Seri ke Bank Sentralan, (Jakarta : Pusat
Pendidikan, 2005), h. 22

61 Ascarya, Akad & produk bank syariah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 172

% 1hid,
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Landasan hukum yang berhubungan dengan musyarakah menurut syariah
terdapat pada ayat-ayat al-Qur’an sebagai sumber dasar hukum Islam, hadits Nabi

Muhammad SAW, Ijma’, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (dalam perbankan).

1. Al-Qur’an

Ada beberapa ayat dalam a-Qur’an yang dapat dijadikan sandaran dalam

pembiayaan musyarakah, yaitu al-Quran surat an-Nisa ayat 12:

T 78 > 87 o 8
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Artinya: ...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak
memberi mudharat (kepada ahli waris)®®. (QS. An-Nisa: 12)**

Al-Qur’an surat al-kahfi ayat 19:%°
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Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling
bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka:
sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada
(disini) sehari atau setengah hari"”. berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih
mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu

% Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a Mewasiatkan lebih

dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun
kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, jugatidak diperbolehkan.

% Departemen AgamaR.I.

% Abdullah Bin Muhamad, Op. Cit, h. 263
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ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku |lemah-
lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS.
Al- Kahfi: 19).

Al-Qur’an surat Shaad ayat 24

deo
— B2 0
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e é} & :/ _ {Jo}//o ///.{Jﬂ ,/'/,, -

by Gy el Bl Tless 155l el NI ans o dan)

(D ROl G815 555 545 5l 4l LT 5,313

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun
kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad : 24)

Ayat diatas menjelaskan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta,
yaitu terjadi dasar akad. Maka dalam berakad hendaklah manusia memilih
partner yang beriman, saleh, dapat dipercaya sehingga sehingga tidak saling
menghianati, memiliki perhitungan yang jelas, dan apabila terjadi sengketa

sudah semestinya diselesaikan dengan cara yang baik.

2. Al-Hadist
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Artinya: Dulu pada zaman jahiliyah engkau menjadi mitraku. Engkau mitra
yang paling baik, engkau tidak menghianatiku dan tidak membantahku. (HR
Abu Dawud, an-Nasa’i, dan al-Hakim, dan mensahihkannya)®®

Ale S8 e il
b glasy

4

Artinya: Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu
selama berduanya tidak berkianat. (HR. Bukhari dan Muslim).®’

Ijma’

Dasar dari ijma’ adalah bahwa kita telah melihat kaum muslimin
mempraktekkan syirkah dalam perdagangan sgjak abad pertama sampai saat ini,
tanpa ada seorangpun yang menyangkanya® Umat Islam sepakat bahwa

syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.®

. Faktwa Dewan Syariah Nasional (Dalam Perbankan)

a. Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah Tanggal 16 Juli 2008

b. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah

c. PBI Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 9/19/PBI1/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Bank Syariah.

201

% Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), cet ke-3, h.

¢ Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet ke-7, h. 186
% Abdullah bin Muahammad, Op. Cit, h. 264
% Rachmat Syafe’i, Op. Cit, h. 186
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d. Fatwa Dewan Syariah Nasiona NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Musyarakah meliputi Modal, Kerja, Keuntungan dan
Kerugian.™

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi

atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dijelaskan pula pada peraturan standar akutans (PSAK) 106 2007
tentang akutanss musyarakah, yang menjelaskan tentang karakteristik
musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta
penyagjian dan pengungkapan informasi investass musyarakah dalam laporan

keuangan.”™

F. Jenisjenis Pembiayaan Musyarakah
1. Jenisjenis Pembiayaan Musyarakah

Menurut syariat 1slam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi duajenis

yaitu syirkah al-Milk (sharikat al-Milk) dan syirkah al-Uqud (sharikat, Agad).

a. Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara
pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul pada saat dua orang atau
lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu

kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Syirkah al-Milk

" Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada
University Press, 2007), h. 128

! Rizal Yaya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta :
Salemba Empat, 2009), h. 155
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misalnya berasal dari membeli, hibah, dan menerima warisan.”? Pendapatan
atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai
dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini
dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi
kepada ahli waris sesua dengan porsi masing-masing. Syirkah al-Milk
muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.
b. Syirkah Al-Uqud
Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai
kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara
sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi
bersama dan berbagi untung dan resiko di tanggung bersama-sama.”
Syirkah al-Uqud dibagi menjadi limajenis:
1) Syirkah Mufawadlah
Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih,
yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal
yang sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung bersama
dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawadlah, masing-masing
mitra usasha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
Batasan-batasan syirkah Mufawadlah:
Perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek
Jumlah modal dari masing-masing pihak harus sama
Pihak-pihak yang berserikat harus sama-sama kerja, tanpa ada yang

lebih dominan
Adanya hak dan kewgjiban yang sama dari masing-masing pihak

2" Abdullah Bin Muhammad, Op, Cit, h. 262
" 1bid,
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Masing-masing pihak bertindak atas nama orang-orang yang
berserikat
Setiap pihak boleh melakukan transaks jika mendapat persetujuan
dari pihak lain.™

2) Syirkah Inan.

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih,
yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal
yang porss modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai
dengan kesepakatan, tidak harus sesua dengan kontribusi dana yang
diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus
menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai sgja, akan tetapi dapat
dalam bentuk asset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau
tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki
keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak
harus sama atau sesual dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi
pembagian keuntungan harus disepakati diawal kontrak. Para mitra usaha
bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bahkan merupakan penjamin
bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga
juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara
bersama-sama.”

3) Syirkah Wujuh
Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih

yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise

™Y azid Afandi, Figih Muamalah, (yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 127
™ Muhammad, Sistim & prosedur operasional bank syariah, (Y ogyakarta: Ull Press, 2000), h.
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dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan
keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesua dengan
kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam syirkah wujuh, tidak
diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat
menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai
agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual,
dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan
porsi agunan yang diserahkan. Sesuai dengan pengertian diatas, Syarikah
wujuh dapat diterapkan dalam Suatu kelompok nasabah yang terbentuk
dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu
proyek tertentu. Dalam kredit ini pihak debitur tidak menyediakan
kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik. Dan suatu perkongsian
diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual dengan
tunai.”
Syirkah A’mal

Adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima
pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan.
Misalkan kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek
lainnya yang di kerjakan secara bersama-sama. Musyarakah ini sering
disebut juga dengan sebutan musyarakah abdan.”” Dalam syirkah A’mal
tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya

adalah keahlian dan profisionalisme masing-masing mitra kerja. Hasll

h. 154

8 | bid,

" |smail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),
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usaha atas kerja sama usaha dalam syirkah a’mal akan dibagi sesual
dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang
bermitra.”®
5) Syirkah Mudharabah
Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih sebagai
shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan
pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas

usaha yang dijalankan, disebut mudharib.”

2. Syirkah Mutanagishah

Syirkah mutanagishah merupakan jenis musyarakah yang biasa
digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (working capital). Bank
merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi.
Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset
atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya®
Seseuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau kesepakatan bersama.

Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi
kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli
oleh para partner lainnya, dan pada ahirnya akan menjadi nol. Model
pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah deminishing musyarakah, dan

pembiayaan ini yang banyak di aplikasikan oleh perbankan syariah.®*

"8 |smail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 176

 1bid, h.177

8 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Y ogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet
2,h. 222

8 1bid,.
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Dalan menjalankan syirkah mutanagisah, disyaratkan beberapa
ketentuan beberapa ketentuan yang terdapat dalam bentuk musyarakah
permananen. Namun demikian, hasil Muktamar perbankan Islam pertama di
Dubai, merekomendasikan syarat tambahan sebagai berikut:®

Semua partner ikut terlibat aktif dalam proyek yang sedang dijalankan,
masimg-masing memiliki tanggung jawab atas segala konsekuens
bisnis. Jika terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan, dibagi
kepada masing-masing partner sesuai kesepakatan.

Kepemilikan bank atas aset merupakan kepemilikan sempurna, bukan
semata pinjaman. Sehingga, ia memiliki hak untuk terlibat dalam
mangjemen usaha dan melakukan pengawasan terhadap kinerja bisnis
yang dijalankan.

Dalan akad ini, tidak boleh dipersyaratkan, partner harus
mengembalikan modal usaha bank plus margin, karena hal ini identik

dengan pinjaman.

Syirkah mutanagishah diperbolehkan dalam pandangan syara’.
Dalam diminishing musyarakah ini, bank berjanji akan menjual aset kepada
partner lainnya, hingga ahirnya, kepemilikan aset tersebut berpindah kepada
partner. Di awal kontrak, akad berjalan sebagaimana akad musyarakah biasa,
pihak bank dan semua partner yang terlibat didalamnya, memiliki hak dan

kewgjiban masing-masing. Namun, dalam konteks ini, ahir kontrak, pihak

h.436

8 Wahbah Zuhaili, Al Muamalah al-maliyyah al-Mu’ashirah, (Damaskus :Daar a Fikr, 2002),
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bank berjanji akan menjua porsi kepemilikan asset kepada partner lain,

sehingga menjadi nol %

3. Berakhirnya akad Musyarakah

Akad musyarakah dapat berakhir dengan beberapa hal berikut:®*

b.

Salah satu pihak mengundurkan diri karena sesuatu sebab. Karena menurut
ahli fikih akad perserikatan tidak bersifat mengikat selamanya, boleh
dibatalkan. Untuk itu, pemutusan sepihak oleh salah satu pihak menjadikan
akad berakhir.

Salah satu diantara pihak meninggal dunia

Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila yang
sulit untuk disembuhkan.

Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan memerangi Islam.

4. Aplikasi Akad Musyarakah

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek
dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai
proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana

tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada bank.

. Moda Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan

investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam

& 1bid,.
8 Yazid Afandi, Op. Cit, h. 130
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skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu
tertentu dan setelah itu bank melakukan divestas atau menjual bagian

sahamnya, baik secara singkat, maupun bertahap.®

G. Rukun dan Syarat Musyarakah

1. Rukun Musyarakah

Rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu atasnya yang lain dan

berada dalam esensi tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun

musyarakah ada empat, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transaksi

(‘agidan), dan objek yang ditransaksikan.®® Jadi yang di maksud dengan rukun

adalah suatu unsur penting yang menyebabkan terjadinya suatu jenis pekerjaan.

a)

b)

d)

Shighah, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua orang
pihak yang melakukan sebuah transaksi dan menunjukkan kehendak untuk
melaksanakan transaksi tersebut. Shighah terdiri dari ijab dan gabul yang sah
dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah.

, C) . “Agidain, yaitu dua pihak yang melakukan suatu transaksi. Syirkah
tidak sah tanpa adanya kedua belah pihak dalam bertransaksi. Di syaratkan
adanya kelayakan kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi, yaitu
baligh, berakal, dan tidak dicekal dalam membelanjakan harta. Jika ada salah
satu dari hal tersebut tidak ada maka transaksi tersebut menjadi tidak sah.
Objek syirkah, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta maupun

pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang

% Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, h. 93
8 Abdullah Bin Muhammad, Op. Cit, h. 264
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terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan
sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan suatu

keuntungan dalam suatu transaksi tersebut.®’

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu
hanya satu yaitu Shighat al-‘aqd (ijab gabul), sedangkan pihak-pihak yang
berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi
termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu
adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak

yang berakad dalam objek akad berada di luar esensi.®

. Syarat Musyarakah

Secara umum, akad musyarakah dikatakan sah jika memenuhi syarat
sebagal berikut:

a) Akad musyarakah harus bisa menerima wukalah (perwakilan), setiap partner
merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin
dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam syirkah, setiap partner
mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis,
masing-masing merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga, akad syirkah
harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam syirkah harus bisa di-

spread sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu,

®" Ibid, h. 265
8 Rachmad Syafe’i, Op. Cit., h. 45
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masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk
menjalankan bagiannya).®

b) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, maksudnya masing-masing rekan kerja
mendapatkan bagian yangjelas dari keuntungan bisnis yang telah di jalankan,
bisa dalam bentuk nisbah atau presentase. Misalnya 20% untuk masing-
masing rekan kerja.

c) Menentukan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan
dalamjumlah nominal yang pasti. (Misal, 1000.000 untuk masing-masing
rekan kerja), karena hal itu bertentangan dengan konsep syirkah untuk

berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan.

% Dimyauddin Djuwaini, Op. Cit,. 214



